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ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kontribusu variabel pajak
daerah, retribusi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal pada
tingkat kemandirian keuangan daerah pada tingkat kabupaten/kota di wilayah
Provinsi NTT selama rentang waktu 2017 hingga 2021. Studi ini bersifat kausal,
yang berfokus pada analisis hubungan sebab-akibat antara berbagai fenomena
serta memberikan representasi deskriptif terhadap gejala yang diteliti. Jenis data
yang diolah dalam riset ini adalah data kuantitatif yang mencakup pajak daerah,
retribusi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat
kemandirian keuangan daerah. Data tersebut bersumber dari laporan realisasi
keuangan selama lima tahun (2017-2021) dari 22 kabupaten/kota di Provinsi
NTT. Populasi pada kajian ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi NTT, dan sampel yang digunakan juga terdiri dari 22 kabupaten/kota
tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan metode nonprobability sampling.
Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
memiliki dampak positif pada kemandirian keuangan daerah, sementara tingkat
pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh positif
pada kemandirian keuangan daerah.

ABSTRACT

This investigation seeks to scrutinize the influence of local taxes, regional
charges, economic advancement, and capital outlay on the fiscal self-reliance
of districts and municipalities within the NTT Province over the period from
2017 to 2021. The study adopts a causal approach, delving into the cause-and-
effect dynamics among the various determinants while simultaneously
illustrating the observed phenomena. The data harnessed in this analysis is
guantitative in nature, encompassing figures on local taxes, regional charges,
economic growth, capital outlay, and fiscal self-reliance. These data are drawn
from the five-year (2017-2021) realization reports of 22 districts and
municipalities in the NTT Province. The study’s population comprises the entire
set of district and municipal administrations across the province, with the
sample encompassing all 22 regions. The sampling method employed in this
research is non-probability sampling. Findings from this study reveal that local
taxes and regional charges exert a constructive influence on fiscal self-reliance,
whereas economic advancement and capital outlay do not exhibit a favorable

effect on fiscal self-reliance.
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PENDAHULUAN

Independensi keuangan daerah tercermin pada kapasitas pemerintah daerah untuk
menyediakan dana dari pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi, cukai, dan sumber lainnya.
Disamping itu, pemerintah daerah juga harus bisa mengontrol dan mengatur pendapatan
daerahnya dengan baik serta mencari sumber dana baru untuk mendanai program
pembangunan daerahnya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sehingga mampu mendorong
independensi keuangan daerah (Suprihati et al., 2018). Gambaran pencapaian kemandirian
daerah dalam berotonomi dapat ditentukan berdasarkan tingkat keterbukaan dan transparansi
pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi. Selain itu, peningkatan peran serta
masyarakat daerah dalam mengelaola sumber daya keuangan daerah termasuk dalam
pembangunan potensi ekonomi di sekitar wilayah, dapat menjadi ukuran pencapaian
kemandirian daerah dalam berotonomi (Nggilu et al., 2016).

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus
mengoptimalkan potensi daerahnya melalui optimalisasi pertumbuhan pendapatan asli
daerahnya untuk bisa mendanai belanja daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan
kepada pemerintah pusat (Ansar et al., 2019). Dalam rangka meningkatkan Kebijakan
perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini melalui Undang - Undang No. 28 Tahun
2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dapat mendatangkan manfaat bagi daerah karena
menaikkan penerimaan daerah. Untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan perpajakan, daerah
harus meningkatkan ketersediaan sumber daya pajak, memperluas basis pajak, dan
menyempurnakan sistem administrasi pajak. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan
dan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga mampu
mendorong naiknya pendapatan daerah (Kharisma, 2018). Dari pajak tersebutlah, maka akan
diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, jalan lingkungan,
jembatan, dan lainnya. Selain itu, pajak daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, seperti memfasilitasi ketersediaan air bersih, ketersediaan tempat
tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pajak daerah juga dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, seperti ketersediaan layanan
publik dan layanan lainnya. Adanya penerimaan pajak daerah yang cukup, maka pengeluaran
pemerintah daerah juga mampu meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas
pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi satu faktor penting selain pajak dan retribusi daerah
dalam merealisasikan keuangan daerah yang mandiri. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor
yang penting didalam pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat membantu
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam daerah tersebut (Novitasari &
Novitasari, 2019). Ketika laju pertumbuhan ekonomi naik, maka akan membantu
meningkatkan kemandirian keuangan (Gaghana et al., 2018). Adanya laju pertumbuhan
ekonomi nasional terlihat bahwa total produk negara bertambah atau berkurang, produktivitas
nasional dengan dana investasi tercermin dari peningkatan volume total produk yang dapat
meningkatkan laju pertumbuhan nasional. inovatif dalam penganggaran, sebab penganggaran
biasanya berhubungan dengan alokasi. Kendala distribusi ini berkaitan dengan sumber daya.
Keterbatasan sumber daya, pemerintah

Arsa & Setiawina (2015) menyataan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu
kreatif dan daerah harus menggunakan pendapatan mereka untuk belanja daerah yang efektif.
Belanja modal dalam belanja daerah bertujuan untuk membangun infrastruktur fisik yang
memungkinkan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Infrastruktur fisik
yang dimaksud termasuk sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain-lain. Belanja modal
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juga bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi daerah melalui pembangunan sarana
produksi dan investasi. Pembangunan sarana produksi meliputi seperti pembangunan pabrik,
konstruksi, dan lainnya. Investasi dalam bentuk seperti pembelian peralatan, pembelian
properti, dan lain-lain. Belanja modal bertujuan untuk mendorong kualitas dan kuantitas
kapasitas produksi daerah. Belanja modal yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam
menaikan ekonomi daerah. Melalui belanja modal yang tepat, daerah akan mampu
meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, mendorong pertumbuhan
pendapatan masyarakat, serta memperbaiki kualitas dan ketersediaan layanan masyarakat
umum. Belanja modal juga dapat membantu daerah untuk mengurangi ketimpangan antar
wilayah, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan. Dengan belanja modal ini,
pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah serta berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan
daerah.

Kajian terkait variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja
modal dan kemandirian keuangan daerah telah dilakukan sebelumnya. Di mana pajak daerah
mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Mulyani et al., 2021; Nonni & Siregar, 2020 dan
Syahputra et al.,2021) . Retribusi daerah berkontribusi pada kemandirian keuangan daerah
(Dewantoro, 2022 ; Yusiawati & Marhaeni, 2020 & Awwaliyah et al., 2019). Pertumbuhan
ekonomi mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Nurhayati & Hamzah, 2020; Nasution
& Panggabean, 2017). Namun Tolosang (2018) ; Mulyani et al. (2021) dan Sulangi et al. (2022)
menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada kemandirian keuangan
daerah. Belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan daerah (Lastri et al., 2022;
Yusiawati & Marhaeni, 2020 dan Normalita & Mahmud, 2017). Lain halnya, Akbar (2022)
dan Suambara & Darmayanti (2020) menyatakan belanja modal tidak berdampak pada
kemadirian keuangan daerah.

Penelitian terkait kemandirian keuangan daerah sudah dilakukan oleh Mulyani et al.
(2021). Namun demikian, studi tersebut hanya melihat dari sisi pajak daerah, retribusi daerah
dan perkembangan ekonomi dan adanya hasil ketidakkonsistenan hasil sehingga menjadi dasar
untuk mengkaji ulang. Riset ini menambahkan variabel belanja modal sebagai variabel
independen, di mana dengan meningkatkan alokasi belanja modal maka produktivitas akan
meningkat dan perekonomian akan semakin maju. Hal ini karena dengan meningkatkan alokasi
belanja modal, aset tetap yang dimiliki oleh sebuah organisasi akan meningkat dan akan
memberikan manfaat yang lebih banyak. Dengan adanya aset tetap yang lebih baik, maka
produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan organisasi akan meningkat. Hal inilah yang akan
meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah (Bella et al., 2022).

Tujuan dari riset ini ialah mengkaji dampak pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan belanja modal pada kemandirian keuangan daerah. Hasil riset diharapkan
menjadi kontribusi penting kepada tatanan ilmu manajemen keuangan dengan membangun
pemahaman yang lebih baik mengenai variabel yang diteliti. Hasil ini juga diharapkan dapat
menawarkan implikasi manajerial yang positif pada aspek kemandirian keuangan daerah di
sektor pemerintahan.

Tinjauan Pustaka
Teori Desentralisasi

Desentralisasi merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada entitas di tingkat daerah atau lokal, baik dalam aspek perencanaan, pengambilan
keputusan, maupun pelaksanaan administrasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi pemerintahan dengan memberikan fleksibilitas kepada unit-unit yang lebih dekat
dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kondisi
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setempat. Bentuk desentralisasi dapat mencakup delegasi kepada pemerintah daerah, badan
semi-independen, perusahaan publik, atau organisasi non-pemerintah guna mempercepat
pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Rondinelli et al.,
1983). Novindriastuti & Purnomowati (2020) menjelaskan desentralisasi adalah proses dimana
pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan bagi pemerintah daerah didalam mengambil
keputusan sendiri untuk pemerintahannya. desentralisasi dimaksudkan agar menciptakan
kestabilan politik, efektifitas dalam memberikan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan,
dan menciptakan kesetaraan (Campo & Sundaram, 2001).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua aset dan kewajiban yang diukur dalam mata uang,
serta semua hal yang tidak dimiliki oleh negara atau wilayah yang lebih besar dan dapat
menjadi kekayaan wilayah dalam bentuk mata uang atau komoditas, yang digunakan sebagai
acuan oleh pihak lain merujuk aturan atau hukum yang berlaku (Halim, 2013). Merujuk
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah mencakup seluruh aset dan
kewajiban wilayah yang dinilai dalam pemerintahan wilayah, termasuk aset dan kewajiban
yang terkait dengan kekayaan yang ada di wilayah tersebut.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak daerah berasal dari sumbangan yang diberikan oleh
penduduk di suatu daerah tertentu, yang dikumpulkan melalui pajak atau pembayaran lainnya.
Tujuan dari pajak daerah adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah, menyediakan
layanan dan fasilitas umum, serta memajukan pembangunan daerah. Pajak daerah juga
berperan dalam membantu pemerintah daerah mengumpulkan dana untuk proyek
pengembangan infrastruktur di daerah, untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat setempat (Mulyani et al., 2021). Merujuk pada Undang - Undang No. 28 Tahun
2009 , pajak daerah ialah pajak yang harus dibayar oleh badan hukum atau individu sesuai
undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung, dan dipergunakan bagi kepentingan
daerah demi kemakmuran rakyat. Nasution & Panggabean (2017) menjelaskan pajak daerah
ialah pungutan yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku untuk semua subjek, baik
individu, badan, maupun benda bergerak dan tidak bergerak.

Retribusi Daerah

Legislasi No. 28 Tahun 2009 yang mengulas ihwal retribusi daerah, acap kali disebut
sebagai pungutan retribusif, merupakan eksaksi yang dilekatkan oleh pemangku kekuasaan
wilayah sebagai bentuk kontraprestasi atas penyelenggaraan layanan atau penerbitan autorisasi
tertentu bagi perseorangan maupun korporasi. Retribusi ini menjadi suatu keharusan bagi
khalayak dalam rupa remunerasi kepada negara sebagai bentuk balasan atas fasilitasi spesifik
yang disuguhkan negara kepada individu maupun entitas hukum. Fasilitasi tersebut dapat
berbentuk jasa atau prasarana yang diadakan secara langsung dan bersifat faktual oleh
pemerintah daerah. Dalam kaidah ini, hanya mereka yang melaksanakan kewajiban
pembayaran retribusi yang berhak merasakan limpahan manfaat dari layanan yang
diselenggarakan pemerintah (Kadir, 2009). Menurut Nasution & Panggabean (2017)
menyatakan bahwa retribusi daerah ialah bentuk eksaksi yang diwujudkan oleh pemerintah
daerah sebagai remunerasi atas pemanfaatan jasa atau prasarana yang dihadirkan, dengan
layanan secara langsung dan bersifat empiris.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Novitasari & Novitasari (2019) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
ialah jumlah nilai final keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu wilayah,

138



dengan mempertimbangkan faktor pendapatan yang didapat maupun yang dibayarkan. Untuk
menghitung pertumbuhan ekonomi, PDRB harus dihitung sesuai harga konstan tertentu yang
mengacu pada tahun yang dipilih. Harga konstan ini dapat berupa harga rata-rata, harga tahun
tertentu, atau harga gabungan selama rentang waktu tertentu. Setelah menghitung PDRB
berdasarkan harga konstan tertentu, pertumbuhan ekonomi dari satu tahun ke tahun lain dapat
dihitung dengan rumus berikut: Pertumbuhan Ekonomi = (PDRB tahun ini - PDRB tahun lalu)
/ PDRB tahun lalu x 100%. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator penting untuk melihat
gambaran perekonomian suatu daerah (Sudrajat & Purniawati, 2017).

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan belanja modal bertujuan
membeli aset yang dapat dipergunakan dalam proses produksi yang lebih efisien,
meningkatkan kualitas, serta meningkatkan produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Belanja
modal juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi pengeluaran organisasi. Belanja
modal dapat membantu meningkatkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan pendapatan
dan menurunkan biaya. Sedangkan menurut Perka LKPP No. 11 Tahun 2013 menyatakan
bahwa Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang dianggarkan yang dibuat dengan
maksud mendapatkan atau meningkatkan nilai aset tetap atau aset lain yang bermanfaat selama
beberapa periode akuntansi, biasanya melampaui batas kapitalisasi minimum. Aset ini berbeda
dari yang dimanfaatkan dalam operasional sehari-hari dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
Indikator untuk melihat belanja modal mencakup belanja modal tanah, 2) belanja modal
peralatan dan mesin, 3) Belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal pemeliharaan,
5) belanja modal fisik lainnya, 6) asset tidak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk
menunjang pembangunan dan peningkatan kualitas di berbagai sektor (Novitasari &
Novitasari, 2019).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kapabilitas pemerintah daerah didalam mencapai keuangan yang berkelanjutan tanpa
sokongan dari pemerintah pusat. Ini adalah kunci untuk menentukan kemampuan pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan Pemerintah daerah harus mengelola keuangan
daerah dengan efisien dan berkelanjutan. Meningkatnya kemandirian keuangan berarti
keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ditingkat daerah akan semakin
berkurang (Drastiana & Himmati, 2021). Rasio kemandirian daerah ini menjadi ukuran penting
untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Karenanya sumber pendapatan daerah
dari pajak dan hasil usaha daerah akan membantu pemerintah daerah mengembangkan
infrastrukturnya serta menyediakan layanan lebih baik bagi masyarakat. Karenanya, adanya
rasio kemandirian yang tinggi akan mampu meminimalkan kebergantungan pemerintah daerah
pada pemerintah pusat (Halim, 2012).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian yang berfokus untuk menyelidiki
hubungan antara variabel yang diteliti, bertujuan guna memastikan kausalitas, yang
menunjukkan hubungan sebab akibat antara fenomena yang diamati, serta mendeskripsikan
atau penggambaran akan suatu fenomena. Penelitian ini mengaplikasikan empat variabel
bebas, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal, serta
satu variabel terikat yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah diproyeksikan melalui
akumulasi total penerimaan pajak daerah sebagaimana diadopsi dari Nasution & Panggabean
(2017), Retribusi Daerah direpresentasikan dengan total penerimaan retribusi daerah, juga
merujuk pada Nasution & Panggabean (2017), Pertumbuhan Ekonomi dikalkulasikan
berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana dipaparkan oleh Sudrajat
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& Purniawati (2017), Belanja Modal diestimasi melalui total pengeluaran belanja modal sesuai
kajian Novitasari & Novitasari (2019). Adapun Kemandirian Keuangan Daerah dinilai dengan
rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah
pusat sebagaimana dicetuskan oleh Halim (2012).

Tipe data yang dimanfaatkan dalam riset ini adalah data kuantitatif, yakni data
bibliografis berupa informasi tentang pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi,
belanja modal, serta kemandirian keuangan daerah di Provinsi NTT. Sumber data mencakup
laporan realisasi anggaran periode 2017-2021 (selama lima tahun) dari 22 kabupaten/kota di
Provinsi NTT, yang diterbitkan oleh BPS melalui situs https://kupangkota.bps.go.id serta
realisasi anggaran pemerintah daerah NTT yang dirilis oleh Kementerian Keuangan melalui
laman http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Populasi yang disasar dalam studi ini meliputi seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT, sementara sampel yang diambil terdiri atas 22
wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan ialah
non-probability sampling dengan pendekatan sampel jenuh, di mana seluruh elemen populasi
dilibatkan sebagai sampel penelitian.

Dalam analisis regresi data panel, pendekatan yang diaplikasikan meliputi common
effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM) sebagaimana
diulas oleh Winarno (2015). Proses pemilihan model yang paling representatif dilakukan
melalui dua tahap, yaitu Uji Chow yang berfungsi untuk mengidentifikasi model paling sesuai
antara common effect model (CEM) dan fixed effect model (FEM), serta Uji Hausman untuk
menentukan model optimal antara fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan guna menilai dampak variabel X secara simultan pada variabel Y.
Hasil uji mempergunakan aplikasi Eviews berdasarkan. Nilai probabilitas (Prob F-Statistic)
sebesar 0,000000 < 0,05. Artinya variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan
ekonomi dan belanja modal secara simultan berdampak pada variabel dependen kemandirian
keuangan daerah.

Uji Pengaruh Parsial (Uji T)
Uji t dimaksudkan guna menilai dampak variabel X secara parsial pada variabel Y.
Hasil uji t mempergunakan aplikasi Eviews:
Tabel. 1
Hasil Uji T

Dependent Variable: Regional Financial Independence (Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/27/23 Time: 17:43

Sample: 2017 2021

The period included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (balanced) observations: 110

Variables coefficie  std. Error t- Prob.
nt Statistics

C 0.030826 0.013324 2.313472 0.0226

X1 (PD) 0.086604 0.024999 3.464255 0.0008

X2 (RD) 0.107039 0.024336 4.398320 0.0000

X3 (PE) - 0.000832 - 0.5101
0.000550 0.660968
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X4 (BLM) 0.101370 0.064151 1.580187 0.1171
Sumber Data : Hasil Olahan

Variabel Pajak daerah dengan nilai probabilitas 0.0008 < nilai signifikansi 0.05
memperlihatkan eksistensi kontribusi yang substansial pada kemandirian keuangan daerah.
Oleh sebab itu, hipotesis pertama (H1) dapat diterima dengan justifikasi yang memadai.
Seterusnya, variabel retribusi daerah dengan probabilitas 0.0000 yang jauh melampaui batas
signifikansi 0.05, mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki korelasi positif yang kuat
terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2) mendapatkan afirmasi.
Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0.5101 yang melebihi
ambang signifikansi 0.05 mengisyaratkan ketidakhadiran dampak yang signifikan pada
kemandirian keuangan daerah. Maka, hipotesis ketiga (H3) tidak memperoleh penerimaan.
Sejalan dengan itu, variabel belanja modal dengan probabilitas 0.1171 yang juga melampaui
batas signifikansi tersebut menunjukkan bahwa variabel ini tak memberikan dampak yang
berarti pada kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis keempat (H4) dinyatakan gugur.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan eksaminasi hipotesis yang dilakukan, terungkap bahwa nilai probabilitas
0.000 dibawah nilai a= 0.05. Fenomena ini merefleksikan bahwa variabel pajak daerah,
retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal telah berharmoni dengan sasaran
yang dirancang oleh otoritas pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi kemandirian
keuangan daerah. Validitas asumsi ini diperkuat dengan semakin melonjaknya intensitas
penerimaan pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, serta
ekspansi belanja modal yang terobservasi, maka makin tinggi pula tingkat kemandirian
keuangan daerah. Daerah harus berupaya memaksimalkan arus penerimaan serta pertumbuhan
ekonominya untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan
teori yang dikemukan oleh Bastian (2006) bahwa keberhasilan suatu kegiatan, program, atau
kebijakan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi.
Ini berfungsi sebagai bukti komitmen perusahaan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
Demikian pula Novitasari & Novitasari (2019) menemukan bahwa pajak daerah, retribusi
daerah, pertumbuahan ekonomi dan belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan
daearah.

Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerabh.

Berdasarkan eksaminasi hipotesis, terungkap bahwa nilai probabilitas 0.000 dibawah
nilai a= 0.05. Fenomena ini merefleksikan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah,
pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal telah berharmoni dengan sasaran yang dirancang
oleh otoritas pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi kemandirian keuangan daerah.
Validitas asumsi ini diperkuat dengan semakin melonjaknya intensitas penerimaan pajak
daerah, kontribusi retribusi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, serta ekspansi belanja modal
yang terobservasi. Hasil pengujian hipotesis juga memperlihatkan bahwa pajak daerah
berkorelasi nyata pada kemandirian keuangan daerah. Merujuk pada legislasi yang termaktub
dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dikukuhkan menjadi utama dalam
struktur pendapatan daerah yang berpotensi dioptimalkan demi mengakselerasi kesejahteraan
populasi di wilayah Indonesia. Pajak daerah dapat dipergunakan untuk mendanai berbagai
program pemerintah yang ditujukan demi peningkatan taraf hidup masyarakat dan
meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan Mulyani et al. (2021) yang mengatakan
bahwa pajak daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah dan didukung oleh Nonni
& Siregar (2020) & Syahputra et al. (2021) berpendapat bahwa pajak daerah berdampak pada
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kemandirian keuangan daerah. Artinya pajak daerah berperan penting dalam membantu daerah
mencapai kemandirian keuangan. Dengan mengatur pajak daerah dan mengembangkan strategi
pengelolaan pajak yang tepat, daerah dapat mencapai tujuan kemandirian keuangan.

Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis menunjukan bahwa retribusi daerah berdampak pada
kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan teori desentralisasi pemerintah daerah harus
menaikkan kapasitas fiskal sehingga mendorong peningkatan penyediaan barang dan jasa
publik (Jia et al., 2020). Sejalan dengan Dewantoro (2022) yang berpendapat bahwa retribusi
daerah memberikan dampak pada kemandirian keuangan daerah. Yusiawati & Marhaeni
(2020) & Awwaliyah et al. (2019) berargumen retribusi daerah berdampak pada kinerja
keuangan daearah. Artinya bahwa retribusi daerah cenderung meningkatkan pendapatan
daerah, meningkatkan efisiensi biaya, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih
baik. Tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk secara efektif mengawasi pengelolaan
keuangan daerah. Guna memastikan bahwa sumber daya keuangan sejalan dengan kebutuhan
khusus daerah dan dialokasikan secara tepat untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.
(Saraswatil & Nurharjanti, 2021).

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil investigasi hipotesis mengungkapkan bahwa ekspansi ekonomi tidak berkorelasi
signifikan terhadap otonomi finansial regional. Menurut Qisthina et al. (2019), dalam konteks
penerapan desentralisasi fiskal, di mana otoritas lokal memegang peranan dominan
dibandingkan pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diharapkan dapat
memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan produksi barang
dan jasa serta kesejahteraan populasi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi menjadi parameter
kemakmuran suatu daerah, di mana tingkat perekonomian yang superior cenderung
mengakibatkan eskalasi konsumsi yang pada akhirnya memantik insentif untuk transformasi
struktur produksi (dengan meningkatnya pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa
manufaktur melonjak lebih pesat dibandingkan dengan permintaan produk agraris). Namun,
pandangan ini berseberangan dengan teori yang diajukan oleh Tolosang (2018), Mulyani et al.
(2021) dan Sulangi et al. (2022), bahwa kemandirian finansial daerah tidak selalu berbanding
lurus dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan kapasitas ekonomi yang
masih terbatas seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun terdapat pertumbuhan
ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sektor industri dalam menarik
investasi, serta minimnya lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan
rendahnya produktivitas. Akibatnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap stagnan
di tingkat kabupaten/kota, sehingga daerah masih bergantung pada transfer fiskal dari
pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik..

Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa belanja modal tidak berdampak pada
kemandirian keuangan daerah. Pengeluaran belanja modal oleh pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik,
membangun infrastruktur sektor publik baru, dan memelihara fasilitas yang ada (Fisher &
Wassmer, 2015; Marlowe, 2012). Namun Akbar (2022) dan Suambara & Darmayanti (2020)
menyatakan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak selalu berkontribusi
terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, karena tidak setiap peningkatan belanja
modal menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidaktepatan alokasi
belanja modal, yang cenderung bersifat konsumtif daripada produktif, menjadi faktor utama
yang menghambat optimalisasi penggunaan dana. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat

142



efisiensi dalam investasi aset daerah, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi
lokal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi terbatas. Akibatnya, ketergantungan
terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi, dan kemandirian keuangan daerah
sulit untuk diwujudkan. (Wahyuni & Ardini, 2018). Terdapat potensi bahwa penerimaan serta
distribusi anggaran belanja modal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dana yang
telah ditentukan dalam APBD (Imawan & Wahyudin, 2014). Situasi ini berimplikasi pada
penyusutan aset daerah dan berujung pada peningkatan beban alokasi dana umum. Akibatnya,
ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi semakin menguat (Akbar, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini diarahkan untuk menguji sejauh mana pengaruh pajak daerah (X1), retribusi
daerah (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), dan belanja modal (X4) pada tingkat kemandirian
keuangan daerah (). Ditemukan bahwa variabel pajak daerah (X1) serta retribusi daerah (X2)
memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah (Y), sementara variabel
pertumbuhan ekonomi (X3) dan belanja modal (X4) tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Kendala yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut ialah penggunaan data sekunder
yang telah dipublikasikan, dengan cakupan data deret waktu yang terbatas hanya selama lima
tahun, yakni 2017 hingga 2021. Studi ini melibatkan empat variabel independen, yaitu pajak
daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal. Diharapkan penelitian
mendatang dapat memperkaya analisis dengan menambahkan variabel lain yang lebih
representatif dalam menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti dana
alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan keseluruhan komponen pendapatan
asli daerah.

Saran bagi pemerintah lebih maksimal dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar
mampu menaikan pendapatan asli daerah, pemerintah NTT diharapkan merumuskan strategi
yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, menambah pergunaan belanja modal dari
pada belanja rutin didalam rangka menaikan kualitas pelayanan publik guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemerintah di propinsi NTT di dalam penyelenggaraan kinerja
kurang maksimal sehingga perlu memperbaiki kinerja dengan sistem penyelenggaraan dari
seluruh PAD yang ada secara maksimal guna mencapai kemandirian. Pengeloaan PAD guna
membiayai seluruh kebutuhan darah harus memperhatikan sistem birokrasi terutama didalam
memberikan kemudahan perihal perijinan bagi investor guna berinvestasi diwilayah NTT guna
peningkatan PAD.

Adapun implikasi manajerial yang dilakukan oleh pemerintan NTT guna mendorong
kemandirian keuangan daerah adalah mengimplementasikan strategi manajemen yang
berfokus pada kenaikan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi pajak daerah dan
retribusi daerah, serta mengurangi pengeluaran daerah untuk mendukung peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Strategi ini juga harus mencakup penyederhanaan
proses perpajakan daerah, peningkatan transparansi dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi,
dan meningkatkan tingkat keterampilan staf pajak serta memperkuat sistem pengawasan untuk
lebih melindungi kemandirian keuangan daerah. Strategi ini harus berupaya lebih maju untuk
melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan proses perpajakan yang memerlukan
pendekatan partisipatoris. Penting juga untuk melindungi hak-hak pajak payer dan have secara
adil dan proporsional. Strategi ini juga harus didukung oleh investasi di infrastruktur dan
reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efisiennya.
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